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AHMAD ADE DARMAWAN 2010090811049



ABSTRAK
ANALISIS PENGAWASAN PETUGAS PEMERIKSA LAPANGAN (PML) KEPADA PETUGAS PENCACAH LAPANGAN (PCL) PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

NAMA : AHMAD ADE DARMAWAN NIM	: 2010090811049
Pengawasan merupakan usaha atau tindakan yang dijalankan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan seluruh sumber daya manusia selama masa bekerja dari awal kegiatan sampai akhir proses kegiatan berlangsung. Berdasarkan observasi ditemukan gejala masalah yaitu: 1) Masih rendahnya pengawasan terhadap kegiatan Statistical Business Register Quality Improvement Survey 2023 (SBR QIS) sehingga mengakibatkan target tidak terealisasi. 2) masih rendahnya pengawasan terhadap kegiatan Statistical Business Register Quality Improvement Survey 2023 (SBR QIS) disebabkan kurangnya sumber daya manusia.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengawasan PML kepada PCL pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan petugas pemeriksa lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Sondang P. Siagian (2007:128) pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila menaati 3 proses dasar yaitu, penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.
Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai dan pelaksana lapangan. Sampel dalam penelitian ini yaitu 85 orang dilakukan dengan teknik Sampling Jenuh. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan teknik pengukuran Skala Linkert. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan PML Kepada PCL Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dikategorikan Baik dengan skor 4.468.
Faktor pendukung pengawasan petugas pemeriksa lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai yaitu: adanya penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Faktor penghambat pengawasan petugas pemeriksa lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai yaitu: masih kurangnya pengukuran hasil pekerjaan serta masih kurangnya koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
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A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian terbaik setiap organisasi tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dijalankan. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang sangat penting bahkan bisa termasuk dari salah satu inti kegiatan dalam menjalankan organisasi, baik organisasi yang bersifat publik maupun organisasi swasta. Hal ini sejalan dengan cita-cita setiap organisasi yang menginginkan pencapaian hasil dan tujuan yang tepat dan sempurna tanpa adanya suatu hambatan apalagi kekurangan sehingga buah dari kegiatan akan menghasilkan sumber daya yang memberikan manfaat.
Baik atau tidaknya pencapaian target dan tujuan organisasi dapat dilihat dari sejauh mana usaha pengawasan yang telah dijalankan. Pengawasan bukan hanya ditujukan untuk mencari dan menemukan kesalahan dari para pelaksananya, melainkan lebih dari itu pengawasan dijalankan dengan maksud mengetahui dan memastikan jalannya rangkaian rencana yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan prosedur atau bahkan terdapat hambatan berupa permasalahan dalam implementasinya.
Perkembangan organisasi yang terus menerus mengalami kemajuan yang pesat, menjadikan pengawasan merupakan kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam realisasinya. Pengawasan







merupakan usaha atau tindakan yang dijalankan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan seluruh sumber daya manusia selama masa bekerja dari awal kegiatan sampai akhir proses kegiatan berlangsung.
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	1997	yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik berganti menjadi “Badan Pusat Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. BPS mengemban tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan serta BPS juga
menjalankan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
b. Pengkoordinasian kegiatan kebijakan dibidang statistik;

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
 (
2
)
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d. Penetapan sistem statistik nasional;

e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
BPS juga memiliki wewenang:

a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;

b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. Penetapan sistem informasi dibidangnya;

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
f. perumusan	dan	pelaksanaan	kebijakan	tertentu	dibidang kegiatan statistik
g. penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Berdasarkan poin f pada penjelasan diatas bahwa BPS merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewajiban sebagai pelaksana kegiatan statistik yang kredibel. Data yang BPS peroleh bersumber dari berbagai kegiatan survei dan sensus yang dilakukan secara sendiri maupun melalui kelembagaan dan departemen pemerintah lainnya sebagai data sekunder.







Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, pengawasan merupakan salah satu kegiatan penting dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan BPS. Pengawas merupakan tenaga kerja manusia baik secara jasmani maupun rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan, karena semua itu merupakan modal pokok dalam menjalankan usaha guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BPS.
Para pengawas diharapkan mampu memahami dan melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan hasil capaian kinerja dalam melaksanakan segala tugas dan beban kerja yang telah dilimpahkan kepadanya guna mencapai target dan tujuan organisasi tersebut.
Fungsi pengawasan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dapat dinilai dari realisasi pelaksanaan kegiatan Badan Pusat Statistik Kota Dumai pada tabel I.1 dibawah ini:
 (
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Tabel I.1
Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai

	No.
	Bidang
	Program
	Kegiatan
	Satuan
	Target
	Realisasi
	Persentase
(%)

	1
	Subbagian Umum
	Penyusunan Renstra, Laporan Keuangan, dan
Laporan Barang Milik Negara
	Jumlah Publikasi Renstra
	Buku
	1
	1
	100

	
	
	
	Jumlah Laporan Keuangan
	Laporan
	2
	2
	100

	
	
	
	Jumlah Laporan BMN
	Laporan
	3
	3
	100

	2
	Koordinator
	Penyedia data
	Sakernas Triwulan I
	Rumah Tangga
	90
	90
	100

	
	Fungsi
	statistik sosial
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sakernas Triwulan II
	
	90
	90
	100

	
	Statistik
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Susenas Kor dan Konsumsi
	
	535
	535
	100

	
	Sosial
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PBDT
	
	16000
	16000
	100

	
	
	
	Susenas MSBP
	
	160
	160
	100

	
	
	
	SUPAS
	
	910
	910
	100

	
	
	
	Statistik Polkam
	Instansi
	9
	9
	100

	3
	Koordinator
	Penyedia data
	Listing IMK Tahunan
	Dokumen
	37
	37
	100

	
	Fungsi
	statistik produksi
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pencacahan IMK Tahunan
	
	172
	172
	100

	
	Statistik
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Listing IMK TW
	
	10
	10
	100

	
	Produksi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pencacahan IMK TW
	
	172
	172
	100

	
	
	
	SKTH
	
	46
	46
	100

	
	
	
	SKTR
	
	44
	44
	100

	
	
	
	UDP
	
	100
	100
	100

	
	
	
	Captive
	
	51
	51
	100

	
	
	
	Survei Non Migas
	
	1
	1
	100

	
	
	
	Survei Penggalian
	
	4
	4
	100

	
	
	
	Survei Air Bersih
	
	4
	4
	100

	
	
	
	Survei Gas
	
	1
	1
	100

	
	
	
	Survei IBS
	
	30
	30
	100

	
	
	
	Survei IBS Tahunan
	
	30
	12
	40

	
	
	
	KSA Padi
	
	96
	96
	100

	
	
	
	KSA Jagung
	
	192
	192
	100

	
	
	
	Listing Ubinan
	
	30
	30
	100

	
	
	
	Survei Ubinan Palawija
	
	90
	90
	100
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	Survei Ubinan Padi
	
	40
	40
	100

	
	
	
	Survei Luas Lahan Palawija
	
	84
	84
	100

	
	
	
	Survei Buah-buahan dan Sayuran Semusim (SBS)
	
	84
	84
	100

	
	
	
	Survei Sayuran dan Buah-buahan Tahunan (BST)
	
	28
	28
	100

	
	
	
	Survei Tanaman Biofarmaka (TBF)
	
	28
	28
	100

	
	
	
	Survei Tanaman Hias (TH)
	
	28
	28
	100

	
	
	
	Listing Komstrat
	
	4
	4
	100

	
	
	
	Survei Komstrat
	
	16
	16
	100

	
	
	
	Survei LPTB
	
	12
	12
	100

	
	
	
	Survei PP-TPI (TW)
	
	4
	4
	100

	
	
	
	Publisitas ST
	Kegiatan
	3
	3
	100

	
	
	
	Pelaksanaan ST 2023
	
	12
	12
	100

	
	
	
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit ST
2023
	
	3
	3
	100

	4
	Koordinator
	Penyedia data
	Survei Harga Konsumen (SHK)
	Dokumen
	1392
	1392
	100

	
	Fungsi
	statistik distribusi
	
	
	
	
	

	
	
	
	Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB)
	
	264
	264
	100

	
	Statistik
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Survei Harga Produsen (SHP)
	
	36
	36
	100

	
	Distribusi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Survei Harga Perdagangan Internasional (SHPI)
	
	36
	36
	100

	
	
	
	Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)
	
	129
	129
	100

	
	
	
	Survei Kesejahteraan Petani (SKP)
	
	35
	35
	100

	
	
	
	Survei Triwulan Kegiatan Usaha (STKU)
	
	36
	36
	100

	
	
	
	Survei Dwelling Time (SDT)
	
	32
	32
	100

	
	
	
	Kompilasi Data Transportasi (KDT)
	
	24
	24
	100

	
	
	
	Survei Perdagangan Antar Wilayah (SPAW)
	
	89
	89
	100

	
	
	
	Survei Pola Industri (Poldis)
	
	15
	15
	100

	
	
	
	Survei Angkutan Penumpang dan Barang (SAPB)
	
	12
	12
	100

	
	
	
	Survei Jasa Akomodasi Bulanan (VHTS)
	
	264
	264
	100

	
	
	
	Survei Perusahaan/Usaha Jasa Akomodasi (VHTL)
	
	40
	40
	100

	
	
	
	Survei Restoran UMB
	
	5
	5
	100

	
	
	
	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW)
	
	8
	8
	100

	
	
	
	Survei Lembaga Keuangan Koperasi
	
	27
	27
	100

	
	
	
	Survei Karakteristik Usaha (SKU)
	
	28
	28
	100

	
	
	
	Pasenger Exit Survey (PES)
	
	1840
	1840
	100

	5
	Kordinator Fungsi Neraca dan
	Penyedia data neraca dan analisis statistik
	Survei Khusus konsumsi Rumah Tangga
	Dokumen
	80
	80
	100

	
	
	
	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan
	
	40
	28
	70

	
	
	
	Survei Khusus Neraca Produksi
	
	21
	17
	80,95







	
	Analisis Statistik
	
	STK Triwulan (BS)
	
	5
	5
	100

	
	
	
	Survei Khusus Neraca Barang Triwulanan (Usaha)
	
	32
	32
	100

	
	
	
	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial
(Perusahaan Besar)
	
	3
	3
	100

	
	
	
	Survei Tendensi Bisnis
	
	21
	8
	38,10

	No.
	Bidang
	Program
	Kegiatan
	Satuan
	Target
	Realisasi
	Persentase
(%)

	6
	Koordinator Fungsi Statistik Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
	Penyajian Berita Resmi Statistik (BRS)
	Jumlah penyajian/release data dan informasi statistik harga
	Kali BRS
	12
	12
	100

	
	
	
	Pengolahan Hasil Survei: Sakernas Semester I Sakernas Semester II Susenas Semester I Susenas Semester II Susenas Panel
Statistical Business Register (SBR)
PBDT
	Dokumen
	
	
	

	
	
	
	
	
	90
	90
	100

	
	
	
	
	
	360
	360
	100

	
	
	
	
	
	560
	560
	100

	
	
	
	
	
	140
	140
	100

	
	
	
	
	
	20
	20
	100

	
	
	
	
	
	196
	117
	59,69

	
	
	
	
	
	16.011
	21.271
	100

	
	
	
	Penyusunan Publikasi: Dumai Dalam Angka Statistik Daerah Kecamatan Dalam Angka Statistik Kecamatan Berita Resmi Statistik PDRB Lapangan Usaha PDRB Pengeluaran
	Buku/Laporan
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	1
	100

	
	
	
	
	
	1
	1
	100

	
	
	
	
	
	7
	7
	100

	
	
	
	
	
	7
	7
	100

	
	
	
	
	
	12
	12
	100

	
	
	
	
	
	1
	1
	100

	
	
	
	
	
	1
	1
	100

	
	
	
	Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website
	Pubikasi
Elektronik
	17
	17
	100


Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2023
 (
10
)
 (
7
)






Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat dilihat secara umum bahwa realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan oleh BPS Kota Dumai belum sepenuhnya tercapai. Ketidakcapaian sasaran dapat dilihat dari program penyajian berita resmi statistik (BRS) pada kegiatan survei statistical business register quality improvement survey (SBR QIS) dengan persentase 59.
Statistical Business Register Quality Improvement Survey (SBR QIS) merupakan daftar unit ekonomi yang terstruktur dan termutakhir secara reguler dalam suatu wilayah, yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka sampel untuk survei-survei ekonomi dan dapat digunakan untuk menyusun demografi bisnis.
SBR mengintegrasikan data yang bersumber dari data administrasi, sensus, survei, profiling dan lain-lain. Setiap ada data yang masuk kedalam sistem SBR akan dilakukan matching untuk menghindari duplikasi. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan SBR meliputi nama dan alamat perusahaan, bentuk badan usaha, variabel karakteristik perusahaan seperti tenaga kerja, upah/gaji yang diterima pekerja, biaya input, nilai output, nilai tambah, sampai dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.
SBR termasuk salah satu dari program-program yang dilakukan oleh BPS Kota Dumai. Adapun alur pelaksanaan kegiatan SBR QIS pada BPS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini:






Tabel I.2
Jadwal kegiatan Groundchek SBR QIS 2023
	No
	Kegiatan
	Jadwal Pelaksanaan
	Penanggung Jawab

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Pembahasan	Umum
GC2023-PL
	Januari 2023
	BPS RI

	2
	Penyusunan	dan Pembahasan Kuesioner
	Januari-Maret 2023
	BPS RI

	3
	Pembahasan Metodologi
	Februari-Maret
	BPS RI

	4
	Pembuatan	Aplikasi
CAPI
	Februari-Juli 2023
	BPS RI

	5
	Penyusunan	Buku Pedoman Teknis
	Mei-Juli 2023
	BPS RI

	6
	Penyusunan Bahan Ajar
	Juni-Juli 2023
	BPS RI

	7
	Workshop	Instruktur Utama
	Juli 2023
	BPS RI

	8
	Pelatihan	Instruktur
Nasional
	1-2 Agustus 2023
	BPS RI

	9
	Pelatihan	Petugas Lapangan
	3-8 Agustus 2023
	BPS Provinsi

	10
	Pendataan
Groundcheck SBR
	9-31 Agustus 2023
	BPS Provinsi/BPS Kab/Kota

	
11
	
Pengawasan Lapangan
	
9-31 Agustus 2023
	BPS RI/BPS
Provinsi/BPS Kab/Kota

	12
	Penerimaan	Data	dari
Direktorat SIS
	September 2023
	BPS RI


Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel I.2 di atas pada poin 10 bahwa pendataan Groundcheck SBR dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 31 Agustus 2023, namun sampai batas akhir waktu yang diberikan ternyata realisasi target belum tercapai sepenuhnya sebagaimana yang terdapat pada tabel I.1. Pengawasan yang rendah menjadi salah satu penyebab tidak terealisasinya kegiatan SBR secara sempurna.
 (
10
)
 (
13
)






Pengawasan dipengaruhi oleh faktor manusia. Jumlah sumber daya manusia dalam organisasi turut mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Jumlah sumber daya manusia yang kurang menjadi permasalahan internal BPS Kota Dumai sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pegawai saling bahu-membahu yang mengakibatkan beban pekerjaan melebihi beban kerja yang disepakati. Untuk lebih jelasnya sumber daya manusia Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:

Tabel I.3
Sumber Daya Manusia Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
	No
	Unit Organisasi
	Jumlah
(Orang)

	1
	Kepala
	1

	2
	Subbagian Umum
	3

	



3
	Kelompok Jabatan Fungsional:
	

	
	a. Koordinator Fungsi Statistik Sosial
	3

	
	b. Koordinator Fungsi Statistik Produksi
	3

	
	c. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi
	3

	
	d. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
	3

	
	e. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
	2

	
	f. Koordinator Statistik Kecamatan
	7

	4
	Pelaksana Lapangan
	60

	Jumlah
	85


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2024

Berdasarkan tabel I.3 diatas dapat dilihat sumber daya manusia pada koordinator fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statsitik yang merupakan bagian yang menyelenggarakan kegiatan SBR QIS hanya






berjumlah 2 orang. Sedangkan pengawas yang tercatat dalam kegiatan SBR QIS berjumlah 3 orang dengan PCL berjumlah 8 orang. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan jumlah petugas pada kegiatan SBR QIS 2023 se-Provinsi Riau:
Tabel I.4
Jumlah Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Kegiatan SBR QIS 2023 se-Provinsi Riau
	No.
	Kab/Kota
	PML
	PCL

	1
	Pekanbaru
	8
	23

	2
	Kuantan Singingi
	4
	12

	3
	Indragiri Hulu
	5
	16

	4
	Indragiri Hilir
	2
	7

	5
	Rokan Hulu
	4
	14

	6
	Rokan Hilir
	5
	15

	7
	Dumai
	3
	8

	8
	Bengkalis
	5
	17

	9
	Pelalawan
	3
	7

	10
	Siak
	6
	15

	11
	Kepulauan Meranti
	3
	6

	12
	Kampar
	6
	19

	Jumlah
	54
	149


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Berdasarkan tabel I.4 jumlah pengawas yang berada pada Kota Dumai tidak sebanding dengan jumlah yang ditetapkan oleh BPS Pusat. Akibatnya kegiatan pengawasan dalam SBR QIS dibebankan dan dilaksanakan kepada sumber daya manusia yang berada diluar bagian koordinator fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statsitik yaitu pada bagian koordinator fungsi statistik produksi.






Sehubungan dengan hal ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Rinanda Herselina Br Ginting, SST selaku koordinator fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statsitik, Beliau mengatakan;
“Untuk kegiatan SBR QIS baru diadakan di BPS Kota Dumai pada Tahun 2023 ini, dan bagian kami yang mendapatkan tugas untuk menyelesaikannya. Biasanya tugas kami hanya mengolah data dari berbagai bagian untuk dijadikan bahan informasi, namun baru ini kami diberikan tugas untuk ikut andil dalam melakukan survei. Terkait pengawas memang yang diminta 3 orang dari bagian kami, namun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia, akhirnya saya menarik salah satu pegawai yang bertugas pada bagian koordinasi statistik produksi untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan yang PCL laksanakan dilapangan. Meskipun pada akhirnya menambah pekerjaan mereka dan menjadikan kegiatan pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Saya sudah mengajukan kepada Kepala BPS untuk menambah pegawai pada bagian saya karena melihat pada bagian yang lain jumlah pegawainya masing-masing sudah 3 orang.”

Mengenai struktur organisasi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai terkait penambahan jumlah pegawai pada bagian kelompok jabatan fungsional telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota pada Pasal 15 bahwa jumlah pegawai tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kurangnya jumlah sumber daya manusia pada bagian koordinator fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik disamping beban kerja yang semakin banyak dan bertambah menjadikan fungsi ini kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya yang salah satunya adalah melakukan pengawasan. Berikut merupakan tabel monitoring hasil pengawasan
kegiatan SBR QIS 2023:






Tabel I.5
Monitoring Hasil Kerja Lapangan Pada Kegiatan SBR QIS 2023 Kondisi Kamis 31 Agustus 2023
	
No
	
Petugas
	
Target
	
Submitted By PCL
	
Approved By PML
	
Rejected by PML

	


1
	


PML 1
	
PCL 1
	
24
	
19
	
18
	
1

	
	
	
PCL 2
	
24
	
17
	
15
	
2

	
	
	
PCL 3
	
25
	
16
	
13
	
1

	

2
	

PML 2
	
PCL 4
	
25
	
18
	
14
	
1

	
	
	
PCL 5
	
25
	
16
	
10
	
0

	


3
	


PML 3
	
PCL 6
	
24
	
21
	
17
	
2

	
	
	
PCL 7
	
24
	
15
	
14
	
1

	
	
	
PCL 8
	
25
	
19
	
16
	
3

	
Total
	
196
	
141
	
117
	
11


Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel I.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil pencacahan yang dilakukan oleh petugas pencacah lapangan (PCL) sudah sampai pada angka 141 dari total 196, yang sudah diperiksa dan dikembalikan kepada PCL untuk dilakukan perbaikan isian kembali berjumlah 11 dari yang seharusnya berjumlah 13. Kemudian dilakukan proses input kedalam website BPS oleh petugas pemeriksa lapangan (PML) yang berjumlah 117. Rendahnya pengawasan menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target dari kegiatan SBR QIS 2023 yang sedang diselenggarakan.
Persentase yang capaian sebesar 59,69% menjadikan Kota Dumai menjadi salah satu wilayah dengan capaian SBR yang rendah.






Berdasarkan buku pedoman Groundcheck SBR 2023 dijelaskan bahwa petugas pemeriksa lapangan sebagai pengawas memiliki tugas:
1. Mengikuti pelatihan petugas Groundcheck SBR 2023.

2. Memberitahu dan meminta izin kepada penanggung jawab usaha/perusahaan/sampel sebelum melakukan pencacahan.
3. Mendampingi dan membimbing pencacah lapangan sehingga mampu melakukan pencacahan dengan benar sesuai prosedur yang ditetapkan.
4. Memantau aktivitas pencacah dilapangan untuk menjamin pekerjaan pencacah dapat selesai tepat waktu dan membantu memecahkan masalah jika pencacah mengalami kesulitan dilapangan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan konsistensi isian kuesioner.
6. Melakukan kunjungan ulang bersama pencacah terhadap isian kuesioner yang bermasalah.
7. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

Sedangkan tugas untuk petugas pencacah lapangan adalah:

1. Mengikuti pelatihan petugas Groundcheck SBR 2023.

2. Menerima daftar perusahaan dan daftar sampel Groundcheck SBR 2023 dari pengawas.






3. Memberitahu dan meminta izin kepada penanggung jawab usaha/perusahaan/sampel sebelum melakukan pencacahan.
4. Menyampaikan penjelasan tentang maksud dan tujuan serta manfaat Grouncheck SBR 2023 serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden.
5. Melakukan pencacahan setiap usaha/perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan kuesioner yang sesuai.
6. Menerima dan menyelesaikan tugas dari pengawas terjait isian dokumen yang masih meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi pengawas untuk usaha/perusahaan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
7. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

Adapun perencanaan pengawasan pada setiap program pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Dumai yaitu:
1. Perekrutan petugas pencacah lapangan yang dilakukan melalui tes;
2. Pemberian tugas yang dituangkan melalui surat perintah kepada koordinator fungsi sebagai petugas pemeriksa lapangan;
3. Menetapkan target pengawasan pada setiap program yang dijalankan;






4. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masing-masing petugas; dan
5. Melakukan kegiatan survei maupun sensus baik sebagai petugas pencacah lapangan maupun sebagai petugas pemeriksa lapangan sesuai waktu kegiatan yang diberikan berdasar surat perintah tugas.
Pengawasan lapangan pada setiap program dijalankan dengan mengawasi setiap kegiatan yang berjalan dilapangan. Pengawasan bukan hanya difokuskan kepada kinerja dari petugas pencacah lapangan, melainkan juga dilakukan untuk memastikan prosedur program sudah terealisasi saat masa pencacahan berlangsung. Seperti penjelasan mengenai konsep dan tujuan diadakannya survei kepada para responden sampai dengan pemeriksaan jumlah target dan isian pada kuesioner yang telah berhasil dicacah.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pengawasan dalam kegiatan SBR QIS pada BPS Kota Dumai tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas pengawas sehingga dalam memenuhi jumlah tersebut ditariklah salah satu sumber daya dari bagian lain yang tentunya akan menambah beban dan tugas yang akan diembannya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik,






Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) adalah sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemeriksa, pengawasan dan membantu pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pencacah Lapangan (PCL).
Selain itu PML juga bertugas untuk memeriksa kebenaran dan kewajaran isian kuesioner, ikut turun kelapangan bersama dengan PCL dalam melakukan pendataan serta membantu masalah-masalah yang dialami pencacah lapangan saat dilapangan. Adapun Petugas Pencacah Lapangan (PCL) adalah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pemutakhiran dan pencacahan rumah tangga sampel di wilayah tugasnya. Adapun target pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML)
terhadap Petugas Pencacah Lapangan (PCL), yaitu:

1. Memeriksa kebenaran dan kewajaran isian kuesioner PCL

2. Memonitoring jalannya kegiatan pencacahan

3. Melakukan pemeriksaan peta wilayah oleh PCL

4. Melakukan monitoring terhadap batas waktu akhir pencacahan oleh PCL
5. Membahas permasalahan dan memberi penjelasan terkait hasil pemeriksaan.
6. Evaluasi global terhadap kinerja PCL terkait target capaian pencacahan dan evaluasi PML terhadap hasil pemeriksaan.
Berdasarkan uraian gejala permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis






Pengawasan Petugas Pemeriksa lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai”
B. [bookmark: _TOC_250007]Rumusan Masalah

Bersandar dari hasil observasi yang penulis lakukan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai maka ditemukan beberapa gejala masalah, sebagai berikut:
1. Masih rendahnya pengawasan terhadap kegiatan Statistical Business Register Quality Improvement Survey 2023 (SBR QIS) sehingga mengakibatkan target tidak terealisasi.
2. Masih rendahnya pengawasan terhadap kegiatan Statistical Business Register Quality Improvement Survey 2023 (SBR QIS) disebabkan kurangnya sumber daya manusia.
Berdasarkan uraian gejala masalah diatas, maka penulis merumuskan gejala permasalahan dalam penulisan ini yaitu “Bagaimana Pengawasan Petugas Pemeriksa lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai”
C. [bookmark: _TOC_250006]Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

a. Untuk mengetahui pengawasan PML kepada PCL pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai.






b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan petugas pemeriksa lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, terutama kantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai dalam rangka meningkatkan pengawasan pegawai pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
b. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang ilmu administrasi, terutama tentang pengawasan pegawai.
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan studi permasalahan yang sama.
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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. [bookmark: _TOC_250005]Kerangka Teori

Capaian target dan tujuan dari organisasi merupakan wujud sumbangsih dari adanya pengawasan yang dijalankan. Pengawasan menurut Siagian (1990:107) merupakan sebuah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memberikan jaminan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
George R. Terry (2006:395) mengemukakan pengawasan yakni sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan apa yang sudah di tentukan.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dijalankan untuk memastikan segala rangkaian kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kertonegoro (1998:163) mengungkapkan pengawasan merupakan proses melalui manajer yang berusaha memperoleh keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.







Menurut Henry Fayol (Harahap:2001) pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua pelaksanaan terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kekeliruan agar dapat dihindari dikemudian hari. Winardi (2000:585) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
Berdasarkan pendapat ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan dijalankan oleh yang memiliki wewenang dengan maksud memastikan rangkaian kegiatan tidak mengalami kendala dan meminimalisir terjadinya permasalahan pada saat program berjalan. T. Hani Handoko (2003:359) pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.
Purwanto (2001:76) pengawasan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para pelaksana kegiatan dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Usman Effendi (2014:138) pengawasan termasuk fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan yang dikerjakan tanpa adanya pengawasan, pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil.
Berdasarkan pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa sebaik-baik nya capaian kegiatan, tanpa adanya pengawasan yang dijalankan dengan baik maka hasil nya belum bisa dikatakan sempurna.
 (
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Tanpa adanya pengawasan yang dijalankan dengan maksimal tentunya capaian organisasi tidak akan bisa dicapai dengan sempurna.
Pengawasan dijalankan dengan mekanisme dan jenis-jenis sebagaimana yang telah di paparkan oleh para ahli dibidangnya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik dalam melaksanakan pengawasan terdapat dua macam, yaitu:
1. Pengawasan Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang terhadap serangkaian kegiatan yang sedang dijalankan. Biasanya pengawasan ini berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.
2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh dan tidak turun ke tempat dengan melalui laporan yang biasanya berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.
Menurut Sarwoto (2001:101) teknis dalam menjalankan pengawasan sebagai berikut:
1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang biasanya dilaksanakan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:






a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dijalankan.
b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum rangkaian kegiatan dilakukan.
c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat merupakan laporan yang disampaikan oleh bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung ketika kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, bisa menggunakan media telepon yang disampaikan oleh atasan dan bawahan yang biasanya berbentuk:
a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan yang dibukukan dan dilaporkan secara berkala.
b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasannya mengenai hasil capaian






kinerja dan kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan baik berupa penyimpangan-penyimpangan maupun sasaran-sasaran.
Pengawasan juga memiliki berbagai macam jenis dalam pelaksanaannya. Menurut Hasibuan (2005:248) pengawasan atau pengendalian dikenal dengan beberapa jenis, yaitu:
1. Internal Control

Internal Control adalah pengendalian dan pengawsan yang dilakukan oleh seseorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik dalam pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain sebagainya.
2. Audit Control

Merupakan rangkaian pemeriksaan atau penilaian atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan hasil segala kegiatan organisasi. Sehingga pengawasan atas masalah khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan kegiatan organisasi.
3. External Control

Merupakan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ini dapat dilakukan secara formal maupun informal seperti pemeriksaan pembukuan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.






4. Format Control

Merupakan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pemangku kepentingan yang dapat dilakukan secara formal maupun informal.
5. Informat Control

Merupakan penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seperti media masa maupun elektronik dan lainnya.
Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (2003:199) pada lingkungan pemerintah terbagi atas dua, yaitu:
1. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pejabat pimpinan, disamping mereka sebagai perencana yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang tangguh, dimana setiap manajer harus menjadi dan menjalankan pengawasan yang efektif.
2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh aparat pengawas yang terdapat dalam satu instansi tertentu. Pengawasan ini juga dapat dilaksanakan oleh aparat pengawas yang berada diluar instansi dan masih dalam lingkungan pemerintah.






Siagian (2011) mengemukakan 3 (tiga) poin dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai pengawasan yaitu:
1. Kontrol masukan, yaitu pencocokan kepentingan individu dengan kepentingan utama organisasi melalui.
2. Kontrol perilaku, yaitu memberikan perhatian atas tindakan mengatur kegiatan bawahan.
3. Kontrol penegluaran, mengenai pengaturan target bawahan untuk mengikuti program organisasi.
Hani Handoko (2017:373-374) mengemukakan 10 (sepuluh) indikator dalam menilai pengawasan yaitu:
1. Akurat, menyangkut hasil kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana harus tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Tepat waktu, segala rangkaian tugas yang dibebankan kepada pelaksana harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Objektif dan menyeluruh, menyangkut hasil kegiatan pelaksana harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat, memberikan perhatian secara terpusat terhadap bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi.
5. Realistik ekonomis, meyangkut biaya rangkaian kegiatan sesuai dengan anggaran pada saat perencanaan.






6. Realistik organisasional, menyangkut hasil kegiatan sesuai dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Koordinasi aliran kerja, segala macam rangkaian pengawasan harus terkoordinasi dengan seluruh aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel, menyangkut fleksibel pengawasan dalam memberikan tanggapan terhadap ancaman atau kesempatan.
9. Petunjuk dan operasional, menyangkut deteksi program ataupun deviasi dari standar serta tindakan koreksi apa saja yang seharusnya diambil.
10. Diterima, sistem pengawasan harus mudah dan diterima oleh seluruh anggota organisasi yang sesuai dengan prosedur yang ada.
Sondang P. Siagian (2007:128), mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dalam menilai pengawasan, antara lain:
1. Penentuan standar hasil kerja

Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Setiap pegawai haruslah mematuhi setiap standar yang telah ditetapkan sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan terlaksana tepat pada waktunya. Kecepatan dan ketepatan petugas dalam hal ini diukur melalui standar yang telah ditetapkan






dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang bersifat perilaku juga harus diukur, seperti semangat dan disiplin kerja.
2. Pengukuran hasil pekerjaan

Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan instruksi kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil, pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan. Pengawas dapat pula memberikan sanksi ataupun teguran kepada pelaksana yang melakukan kekeliruan dalam menjalankan program seperti datang terlambat, tugas tidak selesai tepat waktu sampai tidak hadir tanpa memberikan alasan.
B. [bookmark: _TOC_250004]Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dikemukakan di atas, untuk melihat pengawasan PML terhadap PCL pada BPS Kota Dumai. Adapun konsep-konsep penelitian yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut:






1. Analisis

Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah proses pemecahan masalah yang kompleks mengenai pengawasan PML terhadap PCL pada BPS Kota Dumai menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat dipahami dengan mudah.
2. Pengawasan

Yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian kegiatan atau program kerja pada BPS Kota Dumai yang dijalankan untuk memastikan segala rangkaian kegiatan dan target yang ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.
3. Petugas Pemeriksa Lapangan (PML)

Yang dimaksud Petugas Pemeriksa Lapangan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang ada pada BPS Kota Dumai yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan atas rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh Petugas Pencacah Lapangan (PCL).
4. Petugas Pencacah Lapangan (PCL)

Yang dimaksud Petugas Pencacah Lapangan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang ada pada BPS Kota Dumai yang mendapatkan tugas sebagai petugas lapangan dalam memenuhi tugas survei dan sensus yang telah dibagikan oleh pengawas.






5. Pengawasan	Petugas	Pemeriksa	Lapangan	(PML)	kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL)
Yang dimaksud dengan pengawasan petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan jalannya program survei maupun sensus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sampai dengan target realisasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Adapun konsep operasional variabel ini menggunakan konsep teori
Sondang P. Siagian (2007:128) yang mengemukakan parameter yang digunakan untuk mengukur kegiatan pengawasan antara lain:
1. Penentuan Standar Hasil Kerja

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penentuan standar hasil kerja yaitu proses penetapan target yang nantinya akan dijadikan tolok ukur bagi tiap-tiap pelaksana dalam mengerjakan tugas berupa survei maupun sensus yang telah diberikan. Bukan hanya dalam segi jumlah akan tetapi kualitas pencapaian juga ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk melihat penentuan standar hasil kerja pada BPS Kota Dumai akan dilihat dari sub indikator berikut ini:
a. Adanya penetapan standar jumlah sampel setiap survei maupun sensus
b. Adanya standar batas waktu yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program






c. Adanya standar prosedur isian kuesioner kepada setiap responden
d. Adanya standar tugas kerja PML dalam survei kelapangan

e. Adanya standar tugas kerja PCL dalam survei kelapangan


2. Pengukuran Hasil Pekerjaan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengukuran hasil pekerjaan yaitu kemampuan PML dalam mengukur hasil capaian setiap kegiatan yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh PCL. Pengukuran dilakukan bukan hanya dari ketepatan waktu dan ketetapan jumlah melainkan juga dari kualitas isian kuesioner yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini untuk melihat pengukuran hasil kerja pada BPS Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator dibawah ini:
a. Adanya kemampuan PCL dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan
b. Adanya	pemeriksaan	yang	dilakukan	PML	secara	rutin terhadap proses kegiatan yang dilaksanakan PCL
c. Adanya temuan hasil kerja oleh PML terhadap proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCL
d. Adanya ketepatan waktu PCL dalam pengumpulan hasil kerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan






e. Adanya pemeriksaan hasil kerja akhir oleh PML atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCL
3. Koreksi Terhadap Penyimpangan yang Mungkin Terjadi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh PML sebagai wujud antisipasi penyimpangan dan tindakan permasalahan yang dihadapi pada saat kegiatan dilaksanakan oleh PCL. Dalam penelitian ini untuk melihat koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada BPS Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator dibawah ini:
a. Adanya	perhatian	PML	atas	rangkaian	kegiatan	yang dilaksanakan oleh PCL
b. Adanya respon PML atas hambatan yang dihadapi oleh PCL selama melaksanakan kegiatan survei maupun sensus
c. Adanya koreksi yang dilakukan PML atas capaian PCL selama masa kegiatan survei maupun sensus yang dilaksanakan
d. Adanya tindak lanjut dari hasil koreksi yang dilakukan oleh PML atas hasil kerja PCL
e. Adanya PML memastikan hasil kerja yang dikoreksi sudah sesuai dengan data dilapangan yang dilakukan oleh PCL
Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel pengawasan dari beberapa sub indikator di atas, maka penulis memberikan penilaian sebagai berikut:






Sangat Baik (SB) diberi skor	5
Baik (B) diberi skor	4
Cukup Baik (CB) diberi skor	3
Kurang Baik (KB) diberi skor	2
Tidak Baik (TB) diberi skor	1

34




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. [bookmark: _TOC_250003]Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan BPS Kota Dumai sebagai penyedia data statistik yang memiliki cakupan wilayah kerja yang luas meliputi seluruh wilayah Kota Dumai.
Akan tetapi, masih terdapat capaian BPS Kota Dumai yang belum optimal. Setelah penulis lakukan observasi dan wawancara maka yang menjadi permasalahannya adalah kegiatan pengawasan masih belum dijalankan dengan maksimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan PML kepada PCL pada BPS Kota Dumai.
B. [bookmark: _TOC_250002]Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:90) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai dan juga pelaksana lapangan yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.










2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:91) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel untuk pegawai pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga, pegawai BPS Kota Dumai sebanyak 25 orang yang merupakan Pegawai Negri Sipil (PNS) dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.
Sedangkan untuk pelaksana lapangan pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga pelaksana lapangan BPS Kota Dumai sebanyak 60 orang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini:
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Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai

	No
	Unit Organisasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase (%)

	1
	Kepala
	1
	1
	100

	2
	Subbagian Umum
	3
	3
	100

	3
	Kelompok Jabatan Fungsional:
	
	
	

	
	a. Koordinator Fungsi Statistik Sosial
	3
	3
	100

	
	b. Koordinator Fungsi Statistik Produksi
	3
	3
	100

	
	c. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi
	3
	3
	100

	
	d. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
	
3
	
3
	
100

	
	e. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
	
2
	
2
	
100

	
	f. Koordinator Statistik Kecamatan
	7
	7
	100

	4
	Pelaksana Lapangan
	60
	60
	100

	Jumlah
	85
	85
	100


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2024

C. [bookmark: _TOC_250001]Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat maka diperlukan sebagai berikut:
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden untuk mengetahui pengawasan PML kepada PCL pada BPS Kota Dumai dengan cara memberikan daftar pernyataan dan wawancara. Sondang P. Siagian (2007:128), mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dalam menilai pengawasan, yaitu:
1) Penentuan standar hasil kerja; 2) Pengukuran hasil pekerjaan; dan 3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.






2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yaitu pada BPS Kota Dumai yang meliputi:
a. Sejarah BPS Kota Dumai

b. Visi dan Misi BPS Kota Dumai

c. Keadaan dan Komposisi pegawai BPS Kota Dumai

d. Tugas pokok dan fungsi pada BPS Kota Dumai

e. Struktur Organisasi BPS Kota Dumai

f. Sarana dan Prasarana pada BPS Kota Dumai

D. [bookmark: _TOC_250000]Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Pasolong (2016:130), observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala- gejala yang ingin diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika didalamnya sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dikontrol realibilitasnya dan validitasnya.
Sugiyono (2017:156) mengungkapkan observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan manusia, maka observasi tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi juga objek- objek alam yang lain.






2. Wawancara (Interview)

Menurut Pasolong (2016:137), wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Sugiyono (2017:149) mengungkapkan bahwa wawancara dapat dilaukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka (face to face) atau bisa juga dengan menggunakan telepon.
3. Kuesioner (Angket)

Menurut Pasolong (2016:141), kuesioner adalah pengumpulan data yang dilaksanakan melalui daftar pertanyaan yang didalamnya diisi oleh responden itu sendiri. Dalam kuesioner tersebut, responden memiliki peran penting dalam memperoleh data yang diperlukan.
E. Analisis Data

Pelaksanaan penganalisaan data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan skala linkert. Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016:169) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Menurut Riduwan (2010:12) Skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang






kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan gejala sosial secara spesifik, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Setelah data diperoleh, kemudian data dikelompokkan dan dianalisis seterusnya hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram pie serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan yang dilakukan dalam setiap indikator penelitian.
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 orang dengan 5 pernyataan. Kategori terhadap setiap indikator ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor tertinggi dan terendah, sebagai berikut:

	Skor Tertinggi
	:5 x 5 x 85
	= 2.125

	Skor Terendah
	:1 x 5 x 85
	= 425



Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :
i = 𝐻−𝐿
𝐾






Keterangan:

i = interval

H = nilai data tertinggi L = nilai data terendah K = Jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval sebagai berikut:
i = 𝐻−𝐿
𝐾

i = 2125−425
5

i = 1700
5

i = 340

Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:


	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik (SB)
	1.786 - 2.125

	Baik (B)
	1.446 - 1.785

	Cukup Baik (CB)
	1.106 - 1.445

	Kurang Baik (KB)
	766 - 1.105

	Tidak Baik (TB)
	425 – 765








Kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator pada tabel di atas disajikan dengan menggunakan Diagram dan Garis Kontinum.
Adapun model garis kontinum digambarkan sebagai berikut:



 (
TB
KB
CB
B
SB
)

425

765	1.105

1.445

1.785	2.125




2. Pengukuran Variabel Penelitian

Jumlah sampel penulis sebanyak 85 orang, rencana pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 15 pertanyaan. Guna menentukan kategori penelitian terhadap variabel penelitian, maka ditentukan sebagai berikut:
Skor Tertinggi        :         5 x 15 x 85 = 6375

Skor Terendah      :         1 x 15 x 85 = 1275

Selanjutnya, untuk menentukan inerval (i) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :
i = 𝐻−𝐿
𝐾

Keterangan:

i = interval

H = nilai data tertinggi






L = nilai data terendah K = Jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval sebagai berikut:
i = 𝐻−𝐿
𝐾

i = 6375−1275
5
i = 5100
5

i = 1020

Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:


	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik (SB)
	5356 – 6375

	Baik (B)
	4336 – 5355

	Cukup Baik (CB)
	3316 – 4335

	Kurang Baik (KB)
	2296 – 3315

	Tidak Baik (TB)
	1275 – 2295



Kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator pada tabel di atas disajikan dengan menggunakan Diagram dan Garis Kontinum.
Adapun model garis kontinum digambarkan sebagai berikut:

 (
TB
KB
CB
B
SB
)

1.275

2.295	3.315

4.335

5.355	6.375
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)BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

A. Sejarah Berdirinya Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Badan Pusat Statistik Kota Dumai adalah lembaga yang berkewajiban dalam terselenggaranya data dengan baik. BPS Kota Dumai menjadi perwakilan BPS Pusat dalam menjalankan program dan kegiatan di Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dimana Badan Pusat Statistik dalam peraturan ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BPS Kota Dumai menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Kemudian data digunakan untuk membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya serta masyarakat dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
Gedung BPS Kota Dumai yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai telah diresmikan sejak tahun 2009 dan masih beroperasi hingga kini. Jarak BPS Kota Dumai dari pusat Pemeritntahan Kota Dumai yaitu 13,3 km Cakupan wilayah kerja BPS Kota







Dumai meliputi seluruh wilayah Kota Dumai seluas 1.727 km2 dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Bukit Kapur

2. Kecamatan Dumai Barat

3. Kecamatan Dumai Kota

4. Kecamatan Dumai Selatan

5. Kecamatan Dumai Timur

6. Kecamatan Medang Kampai

7. Kecamatan Sungai Sembilan



B. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan, pegawai pada BPS kota dumai pada tahun 2024 berjumlah 25 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat dibawah ini:
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Perbedaan usia pada BPS Kota Dumai membuat lingkungan kerja menjadi lebih kompleks karena pegawai akan memiliki perspektif, pemikiran, ide, sikap, dan tata nilai yang berbeda yang berpengaruh terhadap produktivitas BPS Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel IV.1
Keadaan Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai Berdasarkan Usia
	No.
	Kelompok Usia
	Jumlah
	Persentase
(%)

	1
	20 – 30
	9
	36

	2
	31 – 40
	7
	28

	3
	41 – 50
	6
	24

	4
	51 – 60
	3
	12

	Jumlah
	25
	100


Sumber Data: BPS Kota Dumai Tahun 2024

Berdasarkan tabel II.1 dapat dilihat pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai yang terbanyak berada pada usia antara 20 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah 9 jiwa atau persentase sebesar 36%, dan yang berusia 31 tahun sampai 40 tahun dengan jumlah 7 jiwa atau persentase sebesar 28%. Selanjutnya pada usia antara 41 tahun sampai 50 tahun dengan jumlah 6 jiwa atau persentase sebesar 24% dan usia 51 tahun sampai 60 tahun berjumlah 3 jiwa atau persentase sebesar 12%.
Pegawai BPS Kota Dumai dominan berusia produktif. Akan tetapi, usia dan produktivitas tidak berkorelasi negatif karena usia sering diimbangi oleh keunggulan dari pengalaman.
2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai yang ada pada BPS Kota Dumai sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai yang terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 10 pegawai perempuan. Dari uraian diatas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:






Tabel IV.2
Keadaan Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	Laki-Laki
	15
	60

	2
	Perempuan
	10
	40

	Jumlah
	25
	100


Sumber Data: BPS Kota Dumai Tahun 2024

Berdasarkan tabel II.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu 10 pegawai atau sebesar 40% dibandingkan dengan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu 15 pegawai atau sebesar 60%.
3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat	Pendidikan	merupakan	salah	satu	faktor		yang mempengaruhi sikap pegawai dalam menjalankan tugasnya dan juga menentukan	penempatan	jabatan	dalam   organisasi.	Pegawai	yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan lebih mudah memahami beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga tingkat Pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat golongan pegawai. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:






Tabel IV.3
Keadaan Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	Strata 2 (S2)
	4
	16

	2
	Strata 1 (S1)
	12
	48

	3
	Diploma III (DIII)
	3
	12

	4
	SMA/SLTA
	6
	24

	
	Jumlah
	25
	100


Sumber Data : BPS Kota Dumai tahun 2024

Berdasarkan tabel II.3 dapat dilihat pegawai BPS Kota Dumai terbanyak pada Pendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah pegawai 12 jiwa atau persentase sebesar 48%. Selanjutnya pegawai dengan tigkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 6 jiwa atau persentase sebesar 24%. Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 (S2) sejumlah 4 jiwa atau persentase sebesar 16% dan pegawai dengan tingkat Pendidikan Diploma III (DIII) sejumlah 3 jiwa atau sebesar 12%.
Pegawai dipersiapkan sesuai dengan tugas dan kewenanganya agar dapat menunjang kegiatan secara efektif dan efisien. Sehingga pegawai dibagi ke dalam beberapa bidang kerja.
4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya, maka dipersiapkan pegawai-pegawai yang dapat menunjang kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun komposisi pegawai






berdasarkan jabatan pada BPS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.4
Keadaan Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai Berdasarkan Jabatan

	No.
	Jabatan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	Pejabat Struktural
	2
	8

	2
	Fungsional Statistisi Ahli Muda
	6
	24

	3
	Fungsional Pranata Komputer
	3
	12

	4
	Fungsional Statistisi Ahli Pratama
	5
	20

	5
	Fungsional Statistisi Penyelia
	1
	4

	6
	Fungsional	Statistisi	Pelaksana
Lanjutan
	2
	8

	7
	Fungsional Pengelola APBN Terampil
	1
	4

	8
	Fungsional Umum
	5
	20

	Jumlah
	25
	100


Sumber Data: BPS Kota Dumai tahun 2024

Berdasarkan tabel II.4 di atas dapat dilihat bahwa BPS Kota Dumai memiliki jumlah pegawai sebanyak 2 orang sebagai pejabat struktural dengan persentase sebesar 8%, jabatan fungsional statisi ahli muda berjumlah 6 orang dengan persentase sebasar 24%, jabatan Pranata Komputer berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 12%. Pegawai dengan jabatan fungsional statisi ahli pratama berjumlah 5 dengan persentase sebesar 20%, jabatan fungsional statisi penyelia berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 4%, jabatan fungsional statistisi pelaksana lanjutan berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 8%, jabatan fungsional pengelola APBN terampil berjumlah 1 orang dengan






persentase sebesar 4%, jabatan fungsional umum yang berjumlah masing- masing 5 orang dengan persentase sebesar 20%.
5. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Pegawai BPS Kota Dumai merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja berbeda-beda. Hal ini ini berpengaruh terhadap golongan/pangkat pegawai dalam pekerjaannya. Selain itu dengan adanya klasifikasi golongan dan pangkat menjadikan para pegawai semakin giat dalam menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya dan mampu merealisasikan segala bentuk capaian agar motivasi yang ada mengenai kenaikan pangkat dapat terwujud kepada pegawai tersebut. Untuk lebih jelasnya golongan/pangkat pegawai BPS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.5
Keadaan Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai Berdasarkan Golongan/Pangkat
	No
	Golongan/Pangkat
	Jumlah
	Persentase
(%)

	1
	Pembina Tk. I / IV. B
	1
	4%

	2
	Pembina / IV. A
	3
	12%

	3
	Penata Muda Tk. I / III. b
	5
	20%

	4
	Penata Muda / III. A
	9
	36%

	5
	Penata Tk. I / III. D
	2
	8%

	6
	Penata / III. C
	3
	12%

	7
	Pengatur Tk. I / II. D
	1
	4%

	8
	PPPK
	1
	4%

	Jumlah
	25
	100%


Sumber data : BPS Kota Dumai tahun 2024






Berdasarkan tabel II.5 di atas dapat dilihat bahwa keadaan dan komposisi pegawai pada BPS Kota Dumai yang terdiri dari golongan Pembina Tk. I/IV.b sebanyak 1 pegawai dengan persentase sebesar 4%, golongan Pembina /IV.a sebanyak 3 pegawai dengan persentase sebesar 12%, golongan Penata Tk.I/ III.d sebanyak 2 pegawai dengan persentase sebesar 8%, golongan Penata/ III.c sebanyak 3 pegawai dengan persentase sebesar 12%, golongan Penata Muda TK.I/ III.b sebanyak 5 pegawai dengan persentase sebesar 20%, golongan Penata Muda/III.a sebanyak 9 pegawai dengan persentase sebesar 36%, golongan Pengatur Tk.I/ II.d sebanyak 1 pegawai dengan persentase sebesar 4%, dan golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 pegawai dengan persentase sebesar 4%.
Pangkat dan golongan merupakan kedudukan posisi pegawai dalam penempatan bidang tugasnya sesuai dengan kemampuan tanggung jawabnya dalam menjalani tugas pokok dan fungsi BPS Kota Dumai.
C. Struktur Organisasi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Organisasi akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak mengetahui dengan jelas tugas dan tanggungjawabnya. Struktur organisasi menunjukkan hierarki yang mendeskripsikan posisi masing- masing pegawai dalam organisasi. Badan Pusat Statistik Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Badan Pusat Statistik






Kabupaten/Kota. Adapun struktur organisasi BPS Kota Dumai sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Bagan IV.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Dumai

 (
Kelompok Jabatan
 
Fungsional
Subbagian
 
Umum
Kepala
 
BPS
 
Kota
 
Dumai
)

Sumber Data: Peraturan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pusat Statistik Kota Dumai

1. Kepala BPS Kota Dumai

Kepala BPS Kota Dumai mempunyai tugas memimpin BPS Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS Kota Dumai serta membina aparatur BPS Kota Dumai agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.






3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Dumai sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Adapun yang termasuk kelompok jabatan fungsional, yaitu:
a. Koordinator Fungsi Statistik Sosial

Kordinator Fungsi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial.
b. Koordinator Fungsi Statistik Produksi

Koordinator Fungsi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi.
c. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi.
d. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Koordinator	Fungsi		Neraca	Wilayah	dan	Analisis		Statistik mempunyai	tugas	melakukan		pengumpulan		data,	kompilasi data,pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis wilayah lintas sektor.






e. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai	tugas	melakukan	integrasi	pengolahan	data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.
f. Koordinator Statistik Kecamatan

Koordinator Statistik Kecamatan mempunyai tugas mengumpulkan data statistik di lapangan dan mengkoordinasikan kegiatan statistik pada tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Kota, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dan koordinasi dari camat setempat.
E. Sarana dan Prasarana Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai bahan dan alat untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pelayanan. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan. Fungsi sarana dan prasarana yaitu dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BPS Kota Dumai membutuhkan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kegiatan administrasi dan manajemen perkantoran. Adapun sarana dan prasarana kerja pada BPS Kota Dumai dapat dilihat padat tabel di bawah ini:






Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana Badan Pusat Statistik Kota Dumai
	
No.
	
Sarana dan Prasarana
	Jumlah
Persediaan
	Kondisi

	
	
	(Buah)
	Baik
	Rusak

	1
	Alat Pengukur Kadar Air
	2
	2
	-

	2
	Alat Bantu Uji Tumbuh
	6
	6
	-

	3
	Load Speaker
	1
	1
	-

	4
	Unninteruptible Power Supply
	11
	11
	-

	5
	P.C Unit
	28
	28
	-

	6
	Laptop
	18
	18
	-

	7
	Notebook
	2
	2
	-

	8
	Printer
	12
	12
	-

	9
	External/Portable Hardisk
	8
	8
	-

	10
	Buku Lainnya
	612
	612
	-

	11
	Software Computer
	29
	29
	-

	12
	Lemari Kayu
	4
	4
	-

	13
	Filing Cabinet Besi
	7
	7
	-

	14
	Meja Kerja Kayu
	22
	16
	6

	15
	Kursi Besi/Metal
	50
	43
	7

	16
	Sice
	2
	2
	-

	17
	Acc Split
	9
	9
	-

	18
	Brandkas
	1
	1
	-

	19
	Global Positioning System
	1
	1
	-

	20
	Rak Besi
	1
	1
	-

	21
	CCTV
	1
	1
	-

	22
	InFocus
	3
	3
	-

	23
	Meja Komputer
	14
	14
	-

	24
	Unit Power Supply
	2
	2
	-

	25
	P.C Work Station
	1
	1
	-

	26
	Ultra Mobile P.
	1
	1
	-

	27
	Swich
	2
	2
	-

	28
	Scanner
	4
	4
	-









	
No
	
Sarana dan Prasarana
	Jumlah Persediaan
	Kondisi

	
	
	(Buah)
	Baik
	Rusak

	29
	External
	2
	2
	-

	30
	Firewall
	1
	1
	-

	31
	Acces Point
	1
	1
	-

	32
	Rak Kayu
	2
	2
	-

	33
	Backdrop TV/Wardrobe
	1
	1
	-

	34
	Mesin Absensi
	2
	2
	-

	35
	Buku Lainnya
	130
	130
	-

	36
	Meja Receptionis
	1
	1
	-

	37
	Acces Point
	1
	1
	-

	38
	Lemari Display
	1
	1
	-

	39
	Layar LCD Projektor
	2
	2
	-

	40
	Meja Rapat
	1
	1
	-

	41
	Thermometer Gun
	1
	1
	-

	Jumlah
	1000
	987
	13


Sumber Data: BPS Kota Dumai 2024

Berdasarkan Tabel IV.6 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai sebagian besar dalam kondisi baik. Badan Pusat Statistik Kota Dumai memiliki sarana dan prasarana kerja yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Sarana dan prasarana yang memadai dan baik akan membantu keberlangsungan kegiatan manajemen perkantoran.
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ANALISIS PENGAWASAN PETUGAS PEMERIKSA LAPANGAN (PML) KEPADA PETUGAS PENCACAH LAPANGAN (PCL) PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
Badan Pusat Statistik Kota Dumai merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang memiliki tugas sebagai penyedia data statistik yang berkualitas. Data yang dihasilkan bersumber dari berbagai kegiatan survei dan sesus yang dilaksanakan dilapangan. Selama kegiatan pencacahan lapangan dilaksanakan, tugas diberikan kepada petugas pemeriksa lapangan (PML) sebagai pengawas dan petugas pencacah lapangan (PCL) sebagai pencacah data yang melakukan wawancara kepada responden atau sampel yang telah ditetntukan oleh Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilaksanakan terhadap semua program survei dan sensus yang ada pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
A. Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Pengawasan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi agar segala program dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan. Pengawasan merupakan kegiatan penting bahkan termasuk







kegiatan inti dalam perputaran roda organisasi, jika pengawasan dijalankan dengan benar adanya, maka akan menghasilkan realisasi capaian program yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Untuk melihat kegiatan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan dalam setiap program survei maupun sensus pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengawasan. Lebih jelasnya penulis melakukan penyebaran angket yang akan memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan. Dimana 3 (tiga) indikator dalam pengukuran pengawasan yaitu:
1. Penentuan Standar Hasil Kerja

Penentuan standar hasil kerja merupakan rangkaian yang dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan pengawasan. Adanya standar hasil kerja yang ditetapkan menjadikan para anggota organisasi mengetahui batasan kemampuan yang harus dikeluarkan untuk mencapai standar hasil kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Standar hasil kerja yang ditetapkan oleh BPS Kota Dumai pada periode pencacahan lapangan yaitu adanya penetapan jumlah target sampel pada setiap kegiatan survei maupun sensus yang dilaksanakan.
Adapun sub indikator penentuan standar hasil kerja pada penelitian ini terdiri dari:
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a. Adanya penetapan standar jumlah sampel setiap survei maupun sensus
Penetapan jumlah sampel dalam setiap survei maupun sensus merupakan hal yang harus diwujudkan. Alasannya agar saat periode pencacahan lapangan dilakukan, para petugas telah mengetahui jumlah sampel yang diberikan sehingga para petugas dapat menysusun strategi serta langkah-langkah guna mencapai target sampel yang telah diberikan kepada mereka. Untuk jumlah sampel pada setiap kegiatan yang diselenggarakan itu berbeda- beda, sesuai dengan surat perintah atau surat tugas yang telah diberikan oleh Badan Pusat Statistik Pusat kepada Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya diberikan kembali kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Selain itu jumlah target setiap sensus maupun survei yang telah ditetapkan menjadikan para petugas pengawas lapangan dan petugas pencacah lapangan lebih mengetahui seberapa besar upaya dan waktu yang mereka butuhkan dalam mencapai target tersebut.
b. Adanya standar batas waktu yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program
Penetapan standar batas waktu dalam setiap pelaksanaan program yang dijalankan merupakan salah satu komponen yang harus di realisasikan. Tentunya hal ini akan berdampak pada capaian organisasi serta penilaian dari berbagai pihak termasuk






masyarakat mengenai hasil dan capaian yang dicapai oleh suatu organisasi. Standar waktu pada setiap kegiatan yang diselenggarakan itu berbeda-beda, tergantung banyaknya sampel serta tingkat kemudahan dalam mendapatkan data dari responden. Biasanya setiap program yang akan dijalankan, Badan Pusat Statistik akan membuat satu buku pedoman yang didalamnya memuat tentang rancangan alur kegiatan termasuk waktu mulai sampai waktu terakhir pencacahan. Adanya standar waktu memberikan kesempatan kepada petugas pengawas lapangan dan petugas pencacah lapangan untuk menyusun strategi ddan membuat target individual tentang berapa banyak beban tugas yang dapat mereka kerjakan dalam setiap harinya sampai batas waktu itu berakhir. Standar waktu juga menjadikan para petugas menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas yang telah diserahkan kepada mereka.
c. Adanya standar prosedur isian kuesioner kepada setiap responden
Badan Pusat Statistik merupakan lembaga non kementrian yang memiliki banyak tugas dan diantaranya adalah melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data yang diselenggarakan melalui program sensus dan survei. Diantara sekian banyak kegiatan sensus dan survei yang dijalankan, Badan Pusat Statistik tentunya sudah menetapkan standar isian pada masing-masing






sensus dan survei yang disajikan dalam bentuk buku pedoman kegiatan. Tentunya standar isian kuesioner tidaklah sama antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Tujuannya adalah agar para pengawas lapangan dan petugas lapangan nantinya setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan atas tata cara mengisi dan melakukan proses wawancara kepada responden, mereka lebih menguasai dan mengerti tentang apa saja yang harus mereka tanyakan kepada responden untuk melengkapi pertanyaan dan pernyataan yang tertuang dalam kuesioner. Selain itu, standar pengisian masing-masing kegiatan ditetapkan untuk menghindari kesalahan dalam proses peengisian kuesioner nantinya dan dengan mudah menemukan anomali-anomali atas ketidak sesuaian isian dengan standar yang telah ditetapkan.
d. Adanya standar tugas kerja PML dalam survei kelapangan Setiap petugas pelaksana baik petugas pengawas lapangan maupun petugas pencacah lapangan akan diberikan pelatihan dan bahan ajar berupa buku cetak dan juga e-book. Sebelum masa pencacahan dilakukan, masing-masing petugas telah dijadwalkan	untuk	melakukan	kegiatan	pelatihan	untuk memberikan pengetahuan dan pendalaman terhadap tugas apa nantinya	yang	akan		mereka	terima	dan	bagaimana		cara merealisasikannya. Standar tugas kerja bagi petugas pengawas lapangan di sampaikan pada saat pelatihan petugas. Namun






dalam pelaksanaannya masih juga terdapat beberapa petugas pemeriksa yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar tugas yang diberikan. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan pengawasan belum bejalan secara maksimal. Tujuan ditetapkannya standar tugas tersebut tidak lain adalah untuk memberikan batasan kerja bagi pengawas lapangan serta menjadikan mereka lebih mengerti terhadap apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka saat masa pencacahan dilapangan nantinya.
e. Adanya standar tugas kerja PCL dalam survei kelapangan Standar tugas kerja bagi petugas pencacah lapangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam keberhasilan program sensus maupun survei pada Badan Pusat Statistik. Adanya standar kerja bagi petugas pencacah tentunya memberikan pengertian dan pemahaman bagi pencacah lapangan tentang cara kerja dan tanggung jawab apa yang harus mereka kerjakan dan mereka laksanakan. Standar tugas bagi petugas pencacah lapangan ini disampaikan pada saat proses pelatihan petugas dilaksanakan. Materi tentang standar tugas bagi para pencacah ini bukan hanya disampaikan melalui pemahaman dan penjelasan saja, melainkan juga melalui simulasi-simulasi yang telah disiapkan oleh Badan Pusat Statistik agar lebih memudahkan para pencacah lapangan






dalam memahami dan mengaplikasikan standar tugas tersebut dilapangan nantinya. Standar tugas bagi pencacahan ini nantinya menjadi satu tolok ukur bagi para pencacah dalam melakukan pekerjaan mereka. Adanya standar ini sangat membantu para pencacah dalam mengemban tanggung jawab mereka dalam mendapatkan isian kuesioner agar menghasilkan data yang berkualitas.
Selanjutnya untuk melihat penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.1
Tanggapan Responden Mengenai Penentuan Standar Hasil Kerja Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai

	
No
	
Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	
Jumlah

	
	
	Frekuensi
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	
	
	

	
1
	Adanya penetapan standar	jumlah
sampel setiap survei maupun sensus
	Frek
	41
	41
	3
	0
	0
	85

	
	
	Skor
	205
	164
	9
	0
	0
	378

	

2
	Adanya standar batas waktu yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan
program
	Frek
	35
	44
	5
	1
	0
	85

	
	
	
Skor
	
175
	
176
	
15
	
2
	
0
	
368

	
3
	Adanya	standar
prosedur		isian kuesioner	kepada
setiap responden
	Frek
	33
	41
	11
	0
	0
	85

	
	
	Skor
	165
	164
	33
	0
	0
	362

	
4
	Adanya standar tugas kerja PML dalam	survei
kelapangan
	Frek
	30
	42
	10
	3
	0
	85

	
	
	Skor
	150
	168
	30
	6
	0
	354

	
5
	Adanya standar tugas kerja PCL dalam	survei kelapangan
	Frek
	27
	50
	5
	3
	0
	85

	
	
	Skor
	135
	200
	15
	6
	0
	356

	

Total
	Frek
	166
	218
	34
	7
	0
	425

	
	%
	39,05
	51,30
	8
	1,65
	0
	100%

	
	Skor
	830
	872
	102
	14
	0
	1.818


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan Tahun 2024






Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dari sub indikator pertama yaitu adanya penetapan standar jumlah sampel setiap survei maupun sensus dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 378, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya standar batas waktu yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program dengan frekuensi sebesar
85 dan skor 368, selanjutnya untuk sub indikator ketiga yaitu adanya standar prosedur isian kuesioner kepada setiap responden dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 362, kemudian untuk sub indikator keempat yaitu adanya standar tugas kerja PML dalam survei kelapangan dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 354 dan untuk sub indikator kelima yaitu adanya standar tugas kerja PCL dalam survei kelapangan dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 356. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai memperoleh skor 1.818. Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil skor yang telah diperoleh tersebut, dapat dilihat dengan jelas melalui diagram berikut:






Diagram V.1
Tanggapan Responden Mengenai Penentuan Standar Hasil Kerja Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
 (
Penentuan
 
Standar
 
Hasil Kerja
Tidak
 
Baik
Baik
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1.818
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=
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= 34
 
(8%)
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(1,65%)
)

Berdasarkan diagram V.1 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Responden yang menyatakan penentuan standar hasil kerja dengan penilaian sangat baik memiliki frekuensi sebesar 166 dan persentase 39,05%. Responden yang menyatakan penentuan standar hasil kerja dengan penilaian baik memiliki frekuensi sebesar 218 dan persentase 51,30%. Responden yang menyatakan penentuan standar hasil kerja dengan penilaian cukup baik memiliki frekuensi sebesar 34 dan persentase 8%. Responden yang menyatakan penentuan standar hasil kerja dengan penilaian kurang baik memiliki frekuensi sebesar 7 dan persentase 1,65%. Sedangkan responden yang menyatakan penentuan standar hasil kerja dengan penilaian tidak baik memiliki frekuensi 0 dan persentase 0%.






Berdasarkan total skor yang diperoleh melalui jawaban responden pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai mengenai penentuan standar hasil kerja dapat disimpulkan bahwa penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dikategorikan Sangat Baik (SB) dengan total skor 1.818 yang berada pada interval 1.786 – 2.125.
 (
TB
KB
CB
B
SB
1.818
)Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil frekuensi dan skor yang telah diperoleh, dapat dilihat dengan jelas melalui garis kontinum berikut:







425


765	1.105


1.445

1.785	2.125





2. Pengukuran Hasil Pekerjaan

Pengukuran hasil pekerjaan adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Dumai dalam melihat sejauhmana usaha dan upaya yang telah dijalankan melalui program-program dan berbagai kegiatan lainnya. Pengukuran hasil pekerjaan sangat penting untuk dilakukan, disamping mengetahui sejauhmana capaian yang telah didapat juga dapat mengetahui kendala serta permasalahan apa saja yang perlu mendapatkan penyelesaian agar dapat diantisipasi pada program dan kegiatan selanjutnya.
Pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai






yaitu bagaimana pegawai melihat capaian kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengumpulan data yang diantaranya dengan melakukan pencacahan ke lapangan sampai tahap pengolahan dan publikasi data. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai dalam periode tertentu akan memberikan penghargaan kepada koordinator fungsi serta kepada para pegawai yang berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tentunya penghargaan yang diberikan oleh pimpinan dilihat berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Apabila pengukuran hasil pekerjaan tidak dijalankan dengan baik, akan berdampak pada suatu organisasi kurang mengetahui capaian apa yang telah di peroleh dan permasalahan apa yang dihadapi. Adapun sub indikator pengukuran hasil pekerjaan pada penelitian ini terdiri dari:
a. Adanya kemampuan petugas pencacah lapangan dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan
Pekerjaan akan lebih terasa baik dan sempurna pencapaiannya apabila para petugas memahami dan mengerjakannya sesuai dengan ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja merupakan standar pekerjaan yang ditetapkan dengan tujuan agar para petugas menjalankan tugas dan mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan. Selain itu program kerja dibentuk juga untuk membatasi perilaku para






petugas agar dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan program yang di berikan.
b. Adanya pemeriksaan yang dilakukan petugas pemeriksa lapangan terhadap proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas pencacah lapangan
Keluhan serta permasalahan tidak jarang pula ditemui oleh para petugas pencacah pada saat melakukan pencacahan lapangan. Berbagai karakter masyarakat serta responden yang ditemui menjadikan variasi pemberian jawaban yang didapatkan. Tentunya hal ini dianggap menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan tanggapan dan solusi agar isian yang didapatkan bisa sesuai dengan standar isian yang telah diberikan. Pemeriksaan yang dijalankan petugas pemeriksa lapangan sangat berpengaruh terhadap kualitas isian yang didapatkan oleh petugas pencacah lapangan. Anomali yang ditemukan nantinya harus segera mendapatkan jalan keluar agar dan solusi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan.
c. Adanya temuan hasil kerja oleh petugas pemeriksa lapangan terhadap proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas pencacah lapangan
Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas menghimpun dan sebagai salah satu






pusat andalan data. Berbagai sensus maupun survei dilaksanakan tiap tahunnya. Tentunya kegiatan tersebut banyak dilakukan dilapangan yang melibatkan peran petugas pencacah lapangan dan petugas pemeriksa lapangan. berbagai sensus dan survei yang banyak mengumpulkan data berupa angka yang bersifat statis tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Tidak jarang ditemukan pada berbagai sensus dan survei beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama periode pencacahan berlangsung. Seperti ditemukannya beberapa responden yang menolak untuk diwawancara, ada pula yang tidak kooperatif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dan berbagai permasalahan lainnya. Temuan yang didapatkan oleh petugas pencacah lapangan nantinya akan diadukan kepada petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan mendapatkan respon serta solusi bagaimana cara menyelesaikannya.
d. Adanya ketepatan waktu petugas pencacah lapangan dalam pengumpulan hasil kerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
Setiap program sensus dan survei memiliki batas waktu pengumpulan. Nantinya data yang didapatkan akan dilakukan proses pengolahan dan pengecekan kembali sebelum pada akhirnya hasil olahan data tersebut akan di publikasikan dan






menjadi konsumsi publik. Waktu yang telah diberikan harus digunakan dengan maksimal agar semua rangkaian program dapat direalisasikan tepat sasaran tanpa mengalami keterlambatan. Namun dalam masa pencacahan sedang berlangsung tidak jarang pula terdapat beberapa permasalahan yang muncul diluar kendali para petugas. Sehingga faktor ini jika tidak segera disikapi akan memberikan pengaruh terhadap capaian waktu realisasi yang menjadi terlambat. Para petugas pencacah lapangan harus segera berkomunikasi melalui grup yang sudah terbentuk pada setiap kegiatan agar nantinya permasalahan yang didapatkan segera mendapatkan jawaban serta solusi sehingga tidak berpengaruh pada waktu pengumpulan data hasil pencacahan nantinya.
e. Adanya pemeriksaan hasil kerja akhir oleh petugas pemeriksa lapangan (PML) atas kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas pencacah lapangan (PCL)
Pemeriksaan secara berkala bukan hanya dilakukan pada saat proses pencacahan berlangsung, namun pemeriksaan tahap akhir atas seluruh rangkaian kerja yang di dapatkan oleh petugas pencacah lapangan harus menjadi salah satu komponen utama dalam melakukan pengawasan. Kesalahan penjumlahan, penulisan nama serta beberapa kesalahan lainnya biasanya sering ditemukan pada tahap akhir pemeriksaan. Nantinya






permasalahan yang didapatkan atas isian pada kuesioner tersebut akan dilakukan pengembalian kuesioner oleh petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan agar segera melakukan pengecekan kembali serta melakukan perbaikan atas temuan ketidakwajaran tersebut. Data yang berkualitas dihasilkan melalui proses pengumpulan dan pengisian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan.
Selanjutnya untuk melihat pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:






Tabel V.2
Tanggapan Responden Mengenai Pengukuran Hasil Pekerjaan Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
	
No
	
Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	
Jumlah

	
	
	Frekuensi
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	
	
	

	


1
	Adanya kemampuan		PCL dalam melaksanakan program	kerja
sesuai	dengan standar kerja yang
sudah ditetapkan
	
Frek
	
10
	
26
	
16
	
22
	
11
	
85

	
	
	
Skor
	
50
	
104
	
48
	
44
	
11
	
257

	


2
	Adanya pemeriksaan	yang dilakukan		PML
secara	rutin
terhadap	proses
kegiatan	yang dilaksanakan PCL
	
Frek
	
12
	
31
	
27
	
10
	
5
	
85

	
	
	
Skor
	
60
	
124
	
81
	
20
	
5
	
290

	

3
	Adanya temuan hasil kerja oleh PML terhadap proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCL
	
Frek
	
9
	
38
	
20
	
12
	
6
	
85

	
	
	
Skor
	
45
	
152
	
60
	
24
	
6
	
287

	

4
	Adanya ketepatan waktu PCL dalam pengumpulan hasil kerja sesuai dengan
target yang sudah ditetapkan
	Frek
	11
	21
	10
	18
	25
	85

	
	
	
Skor
	
55
	
84
	
30
	
36
	
25
	
230

	

5
	Adanya pemeriksaan	hasil kerja	akhir		oleh PMLatas	kegiatan yang			telah
dilaksanakan	oleh PCL
	
Frek
	
9
	
29
	
16
	
27
	
4
	
85

	
	
	
Skor
	
45
	
116
	
48
	
54
	
4
	
267

	


Total
	Frek
	51
	145
	89
	89
	51
	425

	
	%
	12
	34,12
	20,94
	20,94
	12
	100%

	
	Skor
	255
	580
	267
	178
	51
	1.331


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024






Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dari sub indikator pertama yaitu adanya kemampuan PCL dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 257, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya pemeriksaan yang dilakukan PML secara rutin terhadap proses kegiatan yang dilaksanakan PCL dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 290, selanjutnya untuk sub indikator ketiga yaitu adanya temuan hasil kerja oleh PML terhadap proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCL dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 287, kemudian untuk sub indikator keempat yaitu adanya ketepatan waktu PCL dalam pengumpulan hasil kerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 230 dan untuk sub indikator kelima yaitu adanya pemeriksaan hasil kerja akhir oleh PML atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCL dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 267. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai memperoleh skor 1.331. Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil skor yang telah diperoleh tersebut, dapat dilihat dengan jelas melalui diagram berikut:






Diagram V.2
Tanggapan Responden Mengenai Pengukuran Hasil Pekerjaan Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
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Berdasarkan diagram V.2 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Responden yang menyatakan pengukuran hasil pekerjaan dengan penilaian sangat baik memiliki frekuensi sebesar 51 dan persentase 12%. Responden yang menyatakan pengukuran hasil pekerjaan dengan penilaian baik memiliki frekuensi sebesar 145 dan persentase 34,12%. Responden yang menyatakan pengukuran hasil pekerjaan dengan penilaian cukup baik memiliki frekuensi sebesar 89 dan persentase 20,94%. Responden yang menyatakan pengukuran hasil pekerjaan dengan penilaian kurang baik memiliki frekuensi sebesar 89 dan persentase 20,94%. Sedangkan responden yang menyatakan pengukuran hasil pekerjaan dengan penilaian tidak baik memiliki frekuensi 51 dan persentase 12%.






Berdasarkan total skor yang diperoleh melalui jawaban responden pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai mengenai pengukuran hasil pekerjaan dapat disimpulkan bahwa pengukuran hasil pekerjaan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik (CB) dengan total skor 1.331 yang berada pada interval 1.106 – 1.445.
Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil frekuensi dan skor yang telah diperoleh, dapat dilihat dengan jelas melalui garis kontinum berikut:
 (
TB
KB
CB
B
SB
1.331
)

425

765	1.105

1.445

1.785	2.125





3. Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi

Koreksi sama seperti melakukan pemeriksaan terhadap hasil suatu capaian dengan tujuan untuk memastika hasil yang didapatkan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau justru masih terdapat temuan-temuan yang dapat mengakibatkan hasil tidak sempurna tercapai. Koreksi dijalankan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan pada suatu program, melainkan untuk memastikan apakah rangkaian kegiatan yang telah terlaksana sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan






Pusat Statistik Kota Dumai maksudnya adalah melakukan pengecekan kembali apakah semua isian pada kuesioner yang dihasilkan melalui wawancara dengan seluruh responden sudah benar dan sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat temuan yang dapat mempengaruhi hasil isian.
Adapun sub indikator dari koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Adanya perhatian PML atas rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PCL
Pada setiap kegiatan sensus dan survei yang dijalankan biasanya petugas pencacah lapangan mendapatkan sampel yang tidak sedikit dan dengan isian kuesioner yang tidak terbilang mudah untuk didapatkan. Berdasarkan peraturan dan program kerja yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, petugas pemeriksa lapangan mendampingi petugas pencacah lapangan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Perhatian yang diberikan petugas pemeriksa sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan mengisi kuesioner juga memberikan semangat lebih kepada petugas pencacah lapangan karena merasa diperhatikan. Banyaknya keluhan petugas pencacah lapangan saat menjalankan tugas pencacahan menjadikan peran serta perhatian petugas pemeriksa lapangan amat sangat dibutuhkan.






Keterlambatan pengumpulan kuesioner yang terjadi biasanya bukan hanya berasal dari faktor petugas pencacah lapangan saja, melainkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh petugas pemeriksa lapangan juga termasuk salah satu faktor keterlambatan pengumpulan kuesioner tersebut. Perhatian juga bermakna memberikan sikap empati yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang didasari atas rasa kepedulian.
b. Adanya respon PML atas hambatan yang dihadapi oleh PCL selama melaksanakan kegiatan survei maupun sensus Banyaknya sampel yang diterima dan harus dipenuhi oleh petugas	pencacah	lapangan	serta		beragamnya		karakter responden yang dijumpai menjadikan beragam pula hambatan yang di temui saat dilapangan. Banyak keluhan dari para pencacah lapangan mengenai enggannya para responden ketika didatangi dan di wawancarai dengan alasan-alasan tertentu, bukan hanya itu ada juga responden yang tidak menunjukkan sikap		kooperatif	kepada		pencacah		lapangan		saat		sedang melakukan wawancara. Keluhan lain yang di sampaikan oleh petugas	pencacah	lapangan	yaitu		seringnya	responden memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Hal ini nantinya akan memberikan dampak pada kualitas data	yang	dihasilkan	nantinya.	Tentunya	temuan		serta permasalahan yang dihadapi oleh petugas pencacah lapangan






harus segera mendapatkan respon atau solusi dari para pengawasnya yang dalam hal ini adalah petugas pemeriksa lapangan. Solusi yang diberikan nantinya oleh petugas pemeriksa lapangan akan menjadikan petugas pencacah lapangan mampu mengatasi permasalahan yangs sedang hadapi.
c. Adanya koreksi yang dilakukan PML atas capaian PCL selama masa kegiatan survei maupun sensus yang dilaksanakan Sensus dan survei yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Badan Pusat Statistik dalam rangka pengumpulan data banyak yang terkait dengan karakteristik dan istilah-istilah perekonomian. Rata- rata sensus dan survei yang dijalankan mengambil data yang mencakup tentang kondisi keuangan seseorang atau organisasi yang dalam mengumpulkannya perlu penghitungan dan ketelitian agar tidak menghasilkan kekeliruan dalam pengisiannya. Para pencacah lapangan juga bukan hanya melakukan wawancara kepada setiap responden guna mendapatkan data, akan tetapi mereka juga harus menjelaskan apa maksud dan tujuan sensus atau survei tersebut sampai dengan menjelaskan istilah-istilah perekonomian	yang	jarang		didengar	dan	diketahui	oleh masyarakat awam. Apabila salah dalam menjelaskan konsep dan definisi	kepada		responden,	maka	akan	ada	kemungkinan pemberian	data		yang		keliru			pula	oleh responden kepada pencacah sehingga menjadikan isian kuesioner menjadi keliru.






Koreksi dari petugas pemeriksa sebagai pengawas sangatlah dibutuhkan. Disamping para petugas pemeriksa lebih memahami akan konsep dan definisi atas kegiatan yang sedang berlangsung daripada petugas pencacah, juga petugas pemeriksa sebagai pengawas memang harus memiliki ketelitian yang lebih. Kekeliruan dalam pengisian kuesioner tidak jarang terjadi dan disinilah peran pemeriksa sebagai pengawas juga diperlukan. Petugas pemeriksa bukan hanya melakukan koreksi dengan memberitahu kesalahan dalam isian yang diberikan oleh petugas pencacah, akan tetapi petugas pemeriksa juga harus menjelaskan kembali kepada petugas pencacah tentang konsep dan definisi serta strategi apa yang akan dibuat untuk memperbaiki isian yang salah. Tujuannya bukan lain adalah menciptakan data yang berkualitas untuk berbagai macam tujuan.
d. Adanya tindak lanjut dari hasil koreksi yang dilakukan oleh PML atas haisl kerja PCL
Keluhan serta permasalahan yang dihadapi oleh petugas pencacah lapangan selama masa pencacahan juga merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh petugas pemeriksa lapangan. Isian yang keliru, penjumlahan yang kurang tepat serta permasalahan lainnya yang ditemukan oleh petugas pemeriksa atas kinerja petugas pencacah harus mendapat tindak lanjut dengan segera. Petugas pemeriksa juga harus mendampingi






petugas pencacah lapangan untuk kembali menjumpai responden guna memperbaiki isian yang masih keliru dan tidak sesuai dengan konsep serta definisi. Petugas pemeriksa juga membantu kembali menjelaskan pengertian dan penjelasan konsep atas isian yang keliru kepada responden agar responden lebih memahami tentang data apa yang dibutuhkan untuk melengkapi isian kuesioner. Serta mengucapkan permohonan maaf atas kekeliruan yang mungkin terjadi dan ucapan terima kasih atas kerjasama dan sikap kooperatif yang diberikan oleh responden sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang dilakukan guna membantu menghasilkan data yang berkualitas.
e. Adanya PML memastikan hasil kerja yang dikoreksi sudah sesuai dengan data dilapangan yang dilakukan oleh PCL
Setelah petugas pencacah melakukan wawancara dan melengkapi isian kuesioner serta memperbaiki isian yang keliru, selanjutnya kuesioner dikumpulkan kepada petugas pemeriksa untuk dilakukan tahap pemeriksaan akhir sebelum nantinya kuesioner tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik. Petugas pemeriksa kembali memastikan apakah seluruh isian kuesioner dari identitas responden sampai dengan bagian akhir kuesioner. Tahap akhir pemeriksaan ini merupakan tahap penting agar data yang dihasilkan memang sudah benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi dilapangan.






Selanjutnya untuk melihat koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.3
Tanggapan Responden Mengenai Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai

	
No
	
Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	
Jumlah

	
	
	Frekuensi
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	
	
	

	

1
	Adanya perhatian PML	atas
rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh PCL
	
Frek
	
10
	
29
	
12
	
19
	
15
	
85

	
	
	Skor
	50
	116
	36
	38
	15
	255

	


2
	Adanya	respon PML		atas
hambatan		yang dihadapi oleh PCL selama melaksanakan kegiatan	survei
maupun sensus
	
Frek
	
15
	
23
	
17
	
14
	
16
	
85

	
	
	
Skor
	
75
	
92
	
51
	
28
	
16
	
262

	

3
	Adanya koreksi yang dilakukan PML atas capaian PCL selama masa kegiatan survei
maupun sensus yang dilaksanakan
	
Frek
	
13
	
24
	
19
	
23
	
6
	
85

	
	
	
Skor
	
65
	
96
	
57
	
46
	
6
	
270

	

4
	Adanya tindak lanjut dari hasil koreksi	yang dilakukan oleh PML atas hasil kerja
PCL
	Frek
	13
	26
	17
	25
	4
	85

	
	
	
Skor
	
65
	
104
	
51
	
50
	
4
	
274

	


5
	Adanya	PML memastikan hasil kerja	yang
dikoreksi      sudah
sesuai        dengan
data      dilapangan
yang dilakukan oleh PCL
	Frek
	11
	25
	16
	22
	11
	85

	
	
	

Skor
	

55
	

100
	

48
	

44
	

11
	

258

	


Total
	Frek
	62
	127
	81
	103
	52
	425

	
	%
	14,59
	29,89
	19,06
	24,23
	12,23
	100%

	
	Skor
	310
	508
	243
	206
	52
	1.319


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024






Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dari sub indikator pertama yaitu adanya perhatian PML atas rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PCL dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 225, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya respon PML atas hambatan yang dihadapi oleh PCL selama melaksanakan kegiatan survei maupun sensus dengan frekuensi sebesar
85 dan skor 262, selanjutnya untuk sub indikator ketiga yaitu adanya koreksi yang dilakukan PML atas capaian PCL selama masa kegiatan survei maupun sensus yang dilaksanakan dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 270, kemudian untuk sub indikator keempat yaitu adanya tindak lanjut dari hasil koreksi yang dilakukan oleh PML atas hasil kerja PCL dengan frekuensi sebesar 85 dan skor 274 dan untuk sub indikator kelima yaitu adanya PML memastikan hasil kerja yang dikoreksi sudah sesuai dengan data dilapangan yang dilakukan oleh PCL dengan frekuensi sebesar
85 dan skor 258. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai memperoleh skor 1.319. Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil skor yang telah diperoleh tersebut, dapat dilihat dengan jelas melalui diagram berikut:






Diagram V.3
Tanggapan Responden Mengenai Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
 (
Koreksi Terhadap
 
Penyimpangan
 
Yang
 
Mungkin
 
Terjadi
Sangat
 
Baik
Baik
Cukup
 
Baik
Kurang
 
Baik
Tidak
 
Baik
Total
 
Skor
 
=
 
1.319
Frek
 
=
 
81
 
(19,06%)
Frek
 
=
 
127 (29,89%)
Frek
 
=
 
103
 
(24,23%)
Frek
 
=
 
62
 
(14,59%)
Frek
 
=
 
52
 
(12,23%)
)

Berdasarkan diagram V.3 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Responden yang menyatakan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dengan penilaian sangat baik memiliki frekuensi sebesar 62 dan persentase 14,59%. Responden yang menyatakan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dengan penilaian baik memiliki frekuensi sebesar 127 dan persentase 29,89%. Responden yang menyatakan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dengan penilaian cukup baik memiliki frekuensi sebesar 81 dan persentase 19,06%. Responden yang menyatakan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dengan penilaian kurang baik memiliki frekuensi sebesar 103 dan persentase 24,23%. Sedangkan responden yang menyatakan koreksi terhadap






penyimpangan yang mungkin terjadi dengan penilaian tidak baik memiliki frekuensi 52 dan persentase 12,23%.
Berdasarkan total skor yang diperoleh melalui jawaban responden pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai mengenai koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dapat disimpulkan bahwa koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik (CB) dengan total skor 1.319 yang berada pada interval 1.106 – 1.445.
Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil
frekuensi dan skor yang telah diperoleh, dapat dilihat dengan jelas melalui garis kontinum berikut:
 (
1.319
)
 (
TB
KB
CB
B
SB
)

425

765	1.105

1.445

1.785	2.125





Setelah mengetahui secara jelas mengenai Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dari segi penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan, dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Maka penulis dapat membuat suatu rekapitulasi terhadap Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL)  pada Badan Pusat






Statistik	Kota	Dumai.	Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel V.4
Rekpitulasi Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
	No.
	Indikator
	Frekuensi
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	Skor
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	

1
	
Penentuan standar	hasil kerja
	
Frekuensi
	
166
	
218
	
34
	
7
	
0
	
425

	
	
	
Skor
	
830
	
872
	
102
	
14
	
0
	
1.818

	

2
	
Pengukuran hasil pekerjaan
	
Frekuensi
	
51
	
145
	
89
	
89
	
51
	
425

	
	
	
Skor
	
255
	
580
	
267
	
178
	
51
	
1.331

	

3
	Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi
	
Frekuensi
	
62
	
127
	
81
	
103
	
52
	
425

	
	
	
Skor
	
310
	
508
	
243
	
206
	
52
	
1.319

	



Total
	
Frekuensi
	
279
	
490
	
204
	
199
	
103
	
1.275

	
	
%
	
21,88
	
38,43
	
16
	
15,61
	
8,08
	
100%

	
	
Skor
	
1.395
	
1.960
	
612
	
398
	
103
	
4.468


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024

Berdasarkan tabel V.4 di atas, rekapitulasi responden dalam Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan terhadap tiga (3) indikator






Pengawasan seperti penentuan standar hasil kerja diperoleh frekuensi sebesar 425 dan skor 1.818, pengukuran hasil pekerjaan diperoleh frekuensi sebesar 425 dan skor 1.331 dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi diperoleh frekuensi sebesar 425 dan skor 1.319. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui secara keseluruhan tanggapan responden terhadap tiga indikator pengawasan pada Badan Pusat Statistik memperoleh skor 4.468.
Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai tiga (3) indikator analisis pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat melalui diagram berikut:
Diagram V.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
 (
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Berdasarkan diagram V.4 di atas dapat dilihat rekapitulasil tanggapan responden mengenai pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Responden yang menyatakan pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) dengan penilaian sangat baik memiliki frekuensi sebesar 279 dan persentase 21,88%. Responden yang menyatakan pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) dengan penilaian baik memiliki frekuensi sebesar 490 dan persentase 38,43%. Responden yang menyatakan pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) dengan penilaian cukup baik memiliki frekuensi sebesar 204 dan persentase 16%. Responden yang menyatakan pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) dengan penilaian kurang baik memiliki frekuensi 199 dan persentase 15,61%. Sedangkan responden yang menyatakan pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) dengan penilaian tidak baik memiliki frekuensi 103 dan persentase 8,08%.
Selanjutnya untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan total hasil skor yang telah diperoleh dan dijelaskan pada tabel serta diagram diatas, dapat dilihat dengan jelas melalui diagram yang telah penulis sajikan sebagai berikut:






Diagram V.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
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Penentuan Standar Hasil Kerja Pengukuran Hasil Pekerjaan
Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi

Berdasarkan diagram V.5 di atas dapat dilihat hasil skor tanggapan responden mengenai analisis pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dari indikator penentuan standar hasil kerja sebesar 1.818 yang menunjukkan bahwa penentuan standar hasil kerja sebagai faktor pendukung dari pengawasan petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan. Sedangkan Indikator pengukuran hasil pekerjaan sebesar 1.331 yang menunjukkan bahwa pengukuran hasil pekerjaan sebagai faktor penghambat dari pengawasan petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan. Dan juga indikator koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi sebesar 1.319 yang menunjukkan bahwa koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi






sebagai faktor penghambat dari pengawasan petugas pemeriksa lapangan kepada petugas pencacah lapangan.
 (
TB
KB
CB
B
SB
4.468
)Untuk mengetahui kriteria jawaban responden berdasarkan hasil skor yang telah diperoleh, dapat dilihat dengan jelas melalui garis kontinum berikut:







1.275


2.295	3.315


4.335

5.355	6.375





Berdasarkan garis kontinum diatas dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang anailisis pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dikategorikan Baik (B) dengan total skor
4.468 yang berada pada interval 4.336 – 5.355.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Badan Pusat Statistik Kota Dumai merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementrian yang berkewajiban dalam terselenggaranya data dengan baik. Adanya pengukuran pengawasan atas kegiatan pencacahan dilapangan akan menjadi tolok ukur atau evaluasi program kerja dalam menghasilkan olahan data yang berkualitas kedepannya.






Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai, penulis menemukan faktor pendukung atas keberhasilan dalam pengawasan guna mendapatkan data yang berkualitas, yaitu:
1) Adanya penentuan standar hasil kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Penentuan standar hasil kerja terlihat dengan telah adanya penetapan standar jumlah sampel pada setiap kegiatan survei maupun sensus. Selain itu adanya standar batas waktu yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program yang berjalan. Penetapan standar jumlah dan standar batas waktu pengumpulan menjadikan pengawasan pencacahan dilapangan akan terasa lebih mudah terlebih lagi dalam membentuk strategi tentang bagaimana cara menyelesaikan






beban kerja yang diberikan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Indikator pengawasan ini mendapatkan skor tertinggi yaitu 1.818 yang berarti memiliki nilai baik.
2. Faktor Penghambat

Disamping faktor penghubung, terdapat pula faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa lapangan saat menjalankan pengawasan kepada petugas pencacah lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai, yaitu:
1) Masih belum optimalnya pengukuran hasil pekerjaan yang disebabkan oleh masih terdapatnya ketidaktepatan waktu pengumpulan hasil kerja sesuai dengan batas waktu atau target yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah kuesioner hasil kegiatan sensus maupun survei yang dilakukan oleh petugas pencacah lapangan (PCL). Selain itu masih kurangnya pemeriksaan hasil kerja akhir yang dilakukan oleh petugas pemeriksa lapangan sebagai pengawas atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas pencacah lapangan. Tentunya hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat jalannya pengawasan dilapangan serta berdampak pada data yang dihasilkan kurang maksimal dalam segi kualitasnya. Indikator pengawasan ini mendapatkan skor yaitu 1.331 yang berarti memiliki nilai cukup baik.






2) Masih belum optimalnya koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh petugas pemeriksa lapangan dalam memberikan respon serta bantuan atas kendala serta permasalahan yang ditemukan oleh petugas pencacah lapangan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Selain itu kurangnya tindak lanjut atas kekeliruan isian kuesioner maupun keluhan lainnya menjadikan pengawasan pencacahan belum berjalan secara optimal. Indikator pengawasan ini mendapatkan skor yaitu 1.319 yang berarti memiliki nilai cukup baik.








 (
92
)BAB VI KESIMPULAN
Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil temuan atas penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang diteliti dan memberikan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian penulis.
A. Kesimpulan

1. Pengawasan petugas pemeriksa lapangan (PML) kepada petugas pencacah lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat dilihat dari tiga (3) indikator yaitu penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Berdasarkan ketiga indikator tersebut dapat disimpukan bahwa Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dikategorikan Baik (B), kenyataan ini terbukti dari hasil rekapitulasi akhir diperoleh total skor sebanyak
4.468 yang berada pada interval 4.336 – 5.355.

2. Faktor pendukung Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai yaitu penentuan standar hasil kerja, sedangkan faktor penghambat Pengawasan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Kepada Petugas Pencacah Lapangan (PCL) pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai yaitu pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.







B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada Badan Pusat Statistik Kota Dumai berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan adalah:
1. Sebaiknya Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai lebih meningkatkan pencapaian target dalam melaksanakan program kerja pada Badan Pusat Statistik Kota Dumai dengan cara menjadwalkan secara rutin dan tertulis kegiatan pengawasan pada setiap program.
2. Sebaiknya Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai lebih memberikan arahan kepada para petugas pemeriksa lapangan dalam memberikan pengawasan secara langsung serta melakukan pengukuran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas pencacah lapangan dengan cara memberikan kondisi terbaru pasca pemeriksaan kedalam grup atau website yang telah dibentuk antar sesama petugas pemeriksa dan mengingatkan kepada para petugas untuk lebih teliti dalam mengisi kuesioner yang telah diberikan.
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.




Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.
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